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PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
UNIT L�YANAN PEN�AD��UPATJN MAROS 
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bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) 4� Pasal 
, 130 ayat (1) 'Pera.turan. Presiden Nomor 54 Tan�h 2'01}0 
:tentan� . Pengada� ·. Barang{Jas� Pe��riri�, 
.sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhuf:pengan 
'Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 \\j'.tenta.rig 

. I� I, .. J. .Perubahan Kedua' atas Peraturan: Presiden · Nbmori, 54 . . . . . ' 1 .  .  .  .Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/dasa Pemerintah, 
.Pemerintah Daerah diwajibkan mempunyai UnitWi!ayruuin 
. . I'! . .  .  , " , : ;  ·  .Pengadaan {ULP) . yang dapat memberikan 
.Pelayanarr/Pembinaandi bidang Pengadaan Bar841_$/J�s1�; 

b. .bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 4iinak�tid · 
.dalam huruf a .  di atas, perlu menetapkan P.e�aturl3.11 
:Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organi'sa.si ,;ct� 
"Tata Kerja Unit La.yanan Pengadaan (ULP) IGjibup�ten 
: Maros. : : 1 1  ·  ·t ::· ! 

· i '. l : :  ·.v ; 
: . l  I  

1 .  :Undang-Undang Nomo: 29 T�un 19�9 if�e��g 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Dembara:n 
Negara Republik . Indonesia· Tahun 1959 Nd,r8or ::',74, 
Tambahan Lembaran .Negara Republik Indonesi�I Nomor 
1822)· . !!':i · ::: . .  )  

,  . • .  ,r ,. . . .  t 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun : 1974 tentan�il Po�6k­ 
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RepublikIndcriesia 
.Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembare4lll Neg�a 
-Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaiman� . telah 
.diubah dengan .Undang-Undang N?mor 43 TatjF �9�9 
.tentang Perubahan Atas Undang-Undang NomoIJ[� Tahµn 
i 1974 · tentang. . Pokok-pokok · Kepegawaian {f!mb�� 
[Negara Republik : Indonesia Tahun 1999 No�ipr �·6�, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia' Nemer 

• I ' . ,... . 1 1 · 1  ll·i;:: I 3890). . ' . ' . i iJ - 1  •::'. :; . 

3.  ·Und�g-Undang, : Nomor 28 T�un 1 9 9 9 1 \ f l t e il � g  :  Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan B�pas �d� Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaranlt,!· ! Neg�a 
,I l b...i:L!I I ,Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,  T anan ; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 l?�! · 1\:\ I 

, : . :  '.  i!i· 1 �:· fi! 
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Mengingat 

Menimbang · · 
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. ,:_u- :· �: , · :l i .  '1 Peraturan . Pemerintah Nomor 58 ,cTahun 2005: ,  ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,': · Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);. F.' Y 

1 
• : 

Peratu�an Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005\:; �en�g 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Inc,ton:�sia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran ;,:Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); i ·  ,·.· 

. : . ;:-. H • . "  I  •  

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007: '.tentarig 
Pembagian Urusan Pemerintahari '. antara Pei;ne,rln:f4b, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahani Daerah 

. Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik I�<;).onesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tam.bahan Lembaran::·i!;Negata 
Republik Indonesia Nomor 4737); · · . · : '  . ,, 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 .  ·Tahun 2010/:tentarig 

.  -.. .  �  ·•I ; . 

Oisiplin Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara R�ublik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74/.Tambahan Lembaran 
:Negara Republik lndonesia Nomor �,35); >:; ;: p:�� 

l.· '. '  ;H ", l; · '.;- ;  :: �-,�· 

i.' \ · ; , : !  v·1 i 

13. 

12 . 

1 1 .  

10. 
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8. 
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.  :  .  . '.  ; : : : i  },, ·' 
4 . .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Q03 tentang K:etiank� 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, · Tambahan Lembar� Negara R�pu�JJ;� 
Indonesia Nomor '4286); .': : ' · :  : · , .  // 
Undang-Undang.: .: Nomor 1 Taliun 2004 · i!tientki� 

. Perbend�araan::. Negara (Lembaran Negara ��pub� 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, .Tambahan �mbaran 
Negara RepublikIndonesia Nomor 4355); .  l:; ! " .  �  

.  .  j. ·  .,. : . · .  

Und�g-Undang. Nomor 15 .Tahun 2004 ili�n�:g 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab K!��anga.n 
Negara (Lembaran Negara Republik �ndonesia Tahtih 200� 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara �publilc · 
Indonesia Nomor 4400)· ! : r  :: · · ·  ·  1  

J "I . 
' j l :i: . , !  �:: . ; 

Undang-Undang . .Nomor 32 Tahun 2004 i:ft;entarig 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun. 2004 Nomor 125 ,  Tambahan �ihba.rah 
Negara Republik Indonesia Nornor 4437), sebagfilmana. 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan ;Y:ndang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang .Perubaha.n! Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 /tahun 2004 \  .. tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara '.R�publik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaren 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); k i! · 

(:··i) Undang-Undang · Nomor 33 Tahun 2004 i  -tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Piisat dari 

Pemerintahan Daerah (Lembaran · .Negara R�pub�� 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126�:::Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ;: :; · .:.{,i 

. :.7: i. .•• .:.:;�:: 

:Und�g-'9��ap.g
1

i: .i�omor 12 Tahun 2011 Utent.a.nlg 
Pembentukan Peraturan Perundang .. undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor · .82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia il Nomor 
5234 ) ;  
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14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahuri 2010 tentang.tentang 
Pengadaan Barangj' Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 
diubah beberapa.kali terakhir dengan Peraturan ;�esiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedtja atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 1/fentahg 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; .: 

. . ; ) i  i.. ;  
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan : ·, Keuangan :;, bae.r.8.!1 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhii'.·&engah 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21  Tah�� 201;1 
ten�g Perubahan Kedua Atas Peraturan Mente�!\Dalain 
Negen Nomor : 13 Tahun 2006 tentang P,e;doman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; , . ::; :ii _ ,; : ii. 

16. Peraturan Kepala Lembaga K;�bijakan Pet1igada.4n 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor S(Tahun 2012[:t.enta#.g 
Unit Layanan Pengadaan (ULP); ), · '.l'll :  �\: 

. �:·; ': '.!, . ,\fl. 

17 . Peraturan Menteri Pendayagunaan :; Aparatur Neg¢a µa:p 
Refo�si Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 !J:�enta.n� 
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa 
d Angka Kr ditn .-:-·la . •  an  e  1  ya; . . :1;:, . � 

. ! · '  · i l  .  

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ma.tps Nomor 01'..:;lTahtin 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuanga.ni!:baerap. 

. • 11 • · (Lembaran Daerah Kabupaten Maras Tahun 2007 .. Nomor 
01) ;  .  .  ,, . ·, . : ,:·11; :·- 

1 • ' - , i  .  

19 . Peraturan Daerah Kabupaten Maras Nomor 07' 'Tahun 
2008 tentang Penetapan - Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten ::l Mares 
(Lembaran Daerah Kabupaten Maras Tahun 2008:iiNomor 
7)· . ; :·:: . . . 

' l ' 11 • ' 
20. Peraturan : . Daerah- -Kabupaten Matos Nomor 1 ri:;l�aflliii 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinaa 

Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran 
· Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 11 ) . '  : . ; · '. , ";  
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Pasal 1 

1 :S AB  I  
KETENTUAN UMUM 

;1 . · -. I I  

· MB?MUTUSKAN : ::t: - )\ _(:f h 
PERATURAN BUPATI; TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI DAN TATA_ KERJA UNIT L�YANAN PENG�D� 
KABUPATEN MAROS. 1 f ·  ,· >{§' 

; t. i ·· ;  ji · . , '  t  
'.  '  ;  '.  !  :  �. i . . . • 

, . r ._\ 

: ; :\ 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Maro�. : . 
2. Pemerintah Daera.h adalah Pemerintah Kabupaten Maros. 

- Menetapkan 

. .  :  

·' ,,;::· 



. . . . .  

\  .  . .  

i: . :i 
, , ·  . .  

- 1 . · ·  . .  
::_ '.  

:L .  

' Bupati adalah Bupati Maros. 

! i f  ii 
. :  !I 

• I 

! . 

! !ii :�:t.'.._-_;_l 
.1r. : · :  ;. 

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros. :, .i •. J\t 
· . . . .  :  .  ::; 1:i 11 r:. t' 

Satuan Kerja Perangkat Daerah. yang selanjutnya .dlsebut SKPrr ':adalaj:i 
organisasi/lembaga pada Pernerintah Daerah yang bertanggung.[ jawa.t, 
kepada Bupati dalam rangka penyelengaraan pemerintahan yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, .-S�kretariat . DPRD, Dinas, Badan, Kantor (;lap. 
Kecamatan. · · ; .: ! ti .:: ;, ) 

�· :::<:! . : i : :  " ,  �.: 

Pengadean Barang/Jasa Pernerintah. yang selanjutnya disebut pd�gad�ari 
barang/jasa adalah kegiatan · untuk rnernperoleh barang/ja�� oleh 
Pemerintah Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan keo:llltullan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barangljb.sa:i :. : 
Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA. adalah . pejabat p�ieg�� 
kewenangan penggunaan · anggaran satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/ APBD. \.J , . '. 

.  .  {: ! :' ; 
Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA.. .adalah pejabat yang 

. · • ·  .. · I  .  ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau a.�tetapkan olep.}3upati 
untuk menggunakan APBD. , . . : - l  

Pejabat Pernbuat Kornitmen selanjutnya disebut PPK,l adalah pejab1Jt yafrg bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan.barang/jasa. . ; 
. .· ·I . . .  

Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerint:ah Kabupate�'.: '.I Ma:rci� 
selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yartg 
berfungsi melaksanakan pengadaan barang/ jasa yang penganggaranny4 
melekat pada Sekretariat Daerah. '\  .  :·.; 

L · , :  ;  - � '  

.  I  · . i :  · .  

Kelornpok Kerja ULP selanjutnya disebut Poltja ULP,'i.adalah tirn dah/ atai,i 
kelornpok kerja yan� berjuinlah. g�, beranggotakan '.�aling kur��!J� (tiJ�) 
orang dan dapat I ditambah:' aesuar "dengan kompleksitas pekerjaan, yang 
bertugas untuk rnelaksanakan pemilihan penyedia pengadaan bara.n,g/ jasa.: 

.  .  , .  : · , . - ;  .. .· 

. . . . . � . ·-� . .  

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Ja� Pernerintah .adalah 
jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung ja�ab dfill 
wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. :· ., . 

9. 

1 1 .  

10 . 

12 .  

7. 

6. 

3. 

4. 

5. 

(?;\ 
�J-,·� 8. 
� 

13 .  Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuani 1-profesi 
dibidang pengadaan barang/ jasa. 

. . . . . . . i,� t _i-j: 14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau or�g perseorangan yang 
rnenyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa koneultansi/jasa 18f.J.nY�r , 

\ . . . 

15. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selaniutnya disebut' LPS·E 

adalah unit kerja yang dibentuk untuk rnenyelenggarakan sistern pell'.l-yanEih 
pengadaan barang/jasa secara elektronik. : ' ,, · 1 

• • 

16 .  Strategi pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk rp.Jnc8:�¥ 
tujuan pengadaan dalam mendapatkan berang/jasa]. yang tepat lruali��� 
tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berd.��ar�� 
aturan/prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengad1F· . /_�; 

,•' .: , di I " •  "' 

. . ; i ;) ; : - : ;  i,�/- 
. ;i: • I \ I :! 

_!; ::;l (: ;\ 
I 
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Pasal 3 

Pasal 2 

BABU 
MAKSUD DAN TUJUAN 

·,:.; 

BABIII · : _ : .  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN RUANO LI�GKUP ULP 

. : �  

\i1 l :-: . :  i  
1 ' 4 .  . ; ' I  I  

Peraturan Bupati 1I11 dimaksudk.a.n sebagai dasar untuk pelaksanaan 
kegiatan ULP di Kabupaten Maras. U· !) l \ :  i  

j  ·� ,· ';�!. . : 
' . !•f I • • I 

Tujuan penetapan Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu, 1Bupati 
dalam melaksanakan kebijakan · pengadaan barang/jasa aga.1;;;:_jpro�eis 
pelaksanaan lebih terintegrasi. atau terpadu sesuai dengan t�u,t nilai 
pengadaan barang/jasa pemerintah dan meningkatkan efektifitas, ;�fisiensi, 
transparan, persaingan sehat dan akuntabel. . if I i · _ � f. ;  

'  •  •  I  

::; I · \ : . j '  ;:: ·1 .. \ . .  �.\\ 
l) ; ' ·1;·�� 
I : ; .  

l1i :1 :;:. :·:f, 
I ' \ : ;  .: :f 

I I i'• 
: i ; . f 
: l ., 

· ,: ·. j 
. I 

b. 

a. 

- 
J . 
. 

' •' ' 

l ' 

' 

( 1 )  Membentuk ULP .  Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah yang 

bersifat permanen berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dE¥1 Pasal 130! ayat (1) 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pepgadaan Bar�g/Jasa 
Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa .lcali terakhiri: dengan 
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Bar�g/Jasa. 
Pemerintah. i r )  ·  

i  �  .  

. F 1  .  
.  ,, . . • . . .  ,  

'  .  .  ··• �·:· 
.. '� 

• '� I 

(2) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  di atas bertujuan untuk: : · i · ,  
a. menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi atau 

terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan; :'.: ·': ; 
b. memberikan pelayananypembinaan di bidang pergadaan barang/jasa.; 

dan . · ; . :  :  ., 
c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi Pemerintah Daerah, 
. . . .  
• ·  .. · :  

;  '  

Pasal 4 .J 
+ I � ; ( :  

( 1 )  ULP berkedudukan sebagai pelaksana pengadaan barapg/jasa di lingkungar; 
Pemerintah Daerah yang merupakan unit organisaai yang bersifat riotj 
struktural dan lintas sektoral. i: · · . .  ::iY1 

.: I·�.:. 
. · - ! � :  t  e-, :t.� -: ;,1•, 

(2) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berkedudukan di bawah 
dan bertanggUngjawab kepada Bupati. · : :  :  : \ . : -  J  

l,•_-1  '  

•. : .  I  

..  �;q . 

i"! i 

' . 
p ' \  I  

.  :  . ,  

:'.''i·, 
; ,  .. 
! : _ .  !; 
! i 

untuk membiayai u�eluni� 
�· , : ;  !  :· : - :  
r j . = : ,  , "  .t 

Daerah melaluil i [Bagiari 
.I : j . 1 ' ;  

'  ' I  .  j ; , . ' 1\  
· . ·  :' 

': '.i 

(4) Penganggaran UtP .melekat pada: Sekretariat 
Pembangunan dan Program Sekretariat Daerah, 

I ''. : 1 1  

.  (3) Pemerintah Daerah menyediakan . -anggaran 
kegiatan ULP. . . .  

. ; •  

· . ,  
1  :: ;! .:!_\ · .  

,  '• ; . -�! �; � ! . 

l ,  ,i ' . ;  ' :  



· ,  

.' . 

. ' . 

,!· ;; 1 ! : :  .: 

;1'. 1: 'L:  ;i'  
'Pasal 5 . .. i:: ·1 \ 

j. j ' ; ; :  \ !\ ; _  

( 1 )  Ruang lingkup pelaksanaan tugas:ULP meliputi penyelengaraan pengadaan 
bar?-Ilg/jasa yang· sebagi�_ atau �71uruhnya penganggarannya b���u���r 
dan .Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan 
Belarija Daerah, · · ! : ' ' 

u : i  '.r: r 
(2) Keanggotaan Kelompok Kerja ULP.-wajib ditetapkan untuk: 1:' -: ' -. i 

a. pengadaan barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengani tiflai;;;di 
atas Rp. 200.qOO.OOO,- (dua ratus juta rupiah); {1 j,: ii : . ,. ·:, 

b. . pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp. 50.000.oo:OiL (lima 
puluh juta rupiah); , • · . :. i · ; . 1  ·i :- 

�- . itl .. 
' . , ;  .  .  .  j  •  !  :,, . I 

(3) �eng�daan barang/pekerjaan kon�truk?i/jasa l�nya dengan niJ�J:11 P8:1fu� tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau pengadaan Jase. konsultansi dengan riilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima pultih Jutit rupiah) dilaksanakan oleh ULP atau menunjuk Pejabat Pengada.ap,i\ untuk lintas sektoral berdasarkan permintaan dari institusi lainnya. j,l Ii : : 
1 . �: :\i : ·; l 

, . 1 · , , 1  ;  
!  i  

BAB IV . .  
SUSUNAN ORGANISASlDAN URAIAN TUGAS 

:, ·I 
. :, 

Bagian Kesatu Perangkat dan Hierarld Organisasi . , : 
Pasal 6 

,� :i 
,, 

. · : : .  

}i. ·, 

(1 )  Susunan organisasi ULP terdiri d ari :  l ) j i  . .  ,  a. · Kepala; r · ;�\· 

b. Sekretariat; . ; li , .  c. Kelompok Kerja (Pokja); ·;- : · ! f 

d. :Jabatan Fungsional. : . : , : . ,  Li. :1 �:J1, L 

Kepala ULP eebagaimana yang dimaksud pada ayat ti) huruf a, �i�irnpin 
oleh 1 (satu) orang kepala serta berada di bawah dan bertanggungi jawab kepada Bupati. · · · 'i; · ·· · 

.,r.'r:: (2) 
�,::.f. ·v;,:;;i.,._., _') 

. 1' . } :1 . .  • ,  

(3) Sekretariat ULP sebagaimana yang dimaksud padit ayat (1) huruf _b, 
dipimpin oleh 1 (satu) orang sekretaiis serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaKepala ULP. ; : ;  '.I :.,- :  '  
'  •  •  •  1  .  I  '  •  .  :  -. ,i : · I .  

(4) Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1 )  !h'1.rti!f,:q, 
dipimpin oleh 2 (dua) orang koordinator pokja serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KepalaULP. . . j/1 ij J • :  i  

.  •  .  -: � ! : : • • ' ; 
: -: . .· 

(5) Koordinator Pokja sebagaimana yang dimaksud .pada ayat (4).:: j'ada,1� 
Koordinator Poltja Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansf serta 
Koordinator Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya, · · · 

\ : !  ( \  I  

(6) Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1 )  hil.ruf .4., 
adalah jabatan fungsional pengelola pengadaan bar,ang/ jasa pe��rlll;� 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.ULP . •  ;.:: 

. ' .  .  .  �� ::,< 
. • . .  : ( , '  ·: - .. , ... 

(7) Bagan Struktur OrganisasiUl.P tercantum pada lampiran I yang me�p�� 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ir\i. ::, ::; '. j,'. 

. . r t.:! \; t: 
l  .  ·: 

{11 ;; '. '  



' ·  r: .;1 
.,· ., 

. ,  '  

. ' .  ·' 

' .  

:}' 
. · , :  

n 

i  

. :  1  

.  : ' .  '  

· •  

Pasal 7 

Bagian Kedua 
·. Uraian Fungsi dan Tugas , I ·,. 

1·_!::!;_;·:I .,, . •  
I . , ,  f :  

·.·:, I .''.: : 
i ! 

r�·.il :· ; : 
l :.::! !\ . 

. , ·  . · ;  

(  1) Kepala ULP sebagaimana · dimaksud dalam Pasal ', 6 · ayat ( 1) \�µruf. ; � 
mempunyai fungsi pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pengada.an 
barang/jasa dilingkungan Pemerintah Daerah. ; _ , :  ,  ·: 

(2) Kepala ULP d� melaksanakan fungsi sebagaimana dlmaksud PWL aY�t 
(1)  di atas mempunyai tugas: . · . .  :i . ; ;: 
a. memimpin dan niengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; ( !! · ·: : 
b. menyusun dan melaksanakan strategl pengadaanbarang danj�s-� ULP:; 
c. menyusun program kerja dan anggaran ULP; . · : i J  ,  . \ ! !  
d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan bar�g/jasa di U�P da.n 

melaporkan apabila ada penyimpangan � · dan/ atau li;Wd�a:�i 
penyimpangan; {:H . . .  i  

e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan ;k�giata.;i 
pengadaan barang /jasa kepada Bupati; . . f )  ;  .  !  

f. mengamankan seluruh dokuinen pengadaan baikgnelalui aplikasi SPSE 
maupun di luar aplikasi SPSE;. . Y- : . : : !  .  · :,  

g. melaksanakan perigembangan dan pembinaan sumber daya manusia 
ULP; . �r :: . i . !; 

h. menugaskan anggota pokja ULP sesuai beban kerja masing-maaing; 
i. melaksanakan penilaian ldnerja penyedia barang/jasa; : . i; . 
j. ·  mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota pokia 

ULP kepada Bupati. . i : :i '. · , 

. .  

ff?); 
� .. , . . . .  : 

� 

. ,· 

. • • . t 

Pasal 8 

· .  ·  .  
.  ·  :1 

. . . -i .. 

(4) Dalam menugaskan anggota Pokja ULP, Kepala ULP memperhatikan 
kompetensi, tanggung jawab, volume kerja, besaran dana dan jenis .kegiatan 
pengadaan serta rekam j�jak anggota Pokja ULP dengan memperhatikan 
masukan, · saran, dan pendapat Sekretaris ULP dan Koordinator Pok;ja U�P 
pada masing-masing bidangnya. · ·  ·  • •  ·  

.  :.·  

.  .(. ' , , : . :  ·l::1 

(5) Kepala ULP sebagaimana dimaksud- dalam Pasal 6 �yat ( 1 )  hurufca dapru: 
merangkap dan bertugas eebagai anggota Pokja ULP. f. .  j ..'. · -;  .  .\': 

l l _;:; ; 1  ::1' i.
1 

�· 
! ' ' : \  
. .  · · i  · .  · : ;  

;f : < :  ;: ; ' :� :  
( 1 )  Sekretaria ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 6 ayat ( 1 )  . hu ru f ;  b  

mempunyai furigs1 pelaksanaan kerumahtanggaan, g�ngelo!aan ke�gan, 
perlengkapan, sarana dan prasarana, kehumasan, kepegawaian, penenmaan 
tamu dan administrasi persuratan. '. • · �-- .:' '.l: i . :  

I  •  : • · : ;  

: . t  ii . 

(3) Kepala ULP dalam menugaskan anggota Pokja ULP sesuai beban kerja 
masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 .huruf I h 
ditetapkan · dengan Keputusan Bupati dan bersifat sementara, 1,1,<iiimiih� 
tenaganya bersumber dari beberapa SKPD. 

(2) Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) di atas, me�pu�;rai 
tugas: : . ·  . · · :  :  ·  !•!:\ ! i · :  ,  

a. melaksanakan · pengelolaan · urusan keuangan, kepegawaian, 
ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP; d: ;: ::;, : 1 

b. . menginventarisasi dan menverifika.si paket-paket yang:! akan  

dilelang/ diseleksi; (- { \'. ;; ! 

. ·  !  , · : .  
:. ,· 



. .  

.�· 
!\ 

i . 

! , � : I 
: : , : I  

c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasiyang dibutuhhlm �l�h 
Pokja ULP. . : . :( . ii' i . lt. ?.·,'1 

' u: . . ,  ·., . �.,;� 

d. memfasilitasi· pelaksanaan pemilihan penyedia · · barang/jasa y�_g 
dilaksanakan oleh Pokja .ULP; · : . . . · _ 1 :  :i : : :  _· : 

e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disa:mp� 
oleh penyedia.barang/jasa; . · .  ,  \ ; : ,  +: : !  

f. menggelola sistem pengadaan dan sistem informasi data mana.jenieh 
pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/rl:a�;;.;,. · , 

g. memberikan masukan, saran; dan pendapat daiam penugasari Pokja ULP· . . . : : : 1 :  .  
'  .  .  I . : . .  h. mengelola arsip dokumen pengadaan barang/jasa; ; ; : : : j  / : :  !  

i. . melakukari evaluasi terhadap · pelaksanaan pengadaan dan ��*yusup 
j . !:.����=- �an mengkoordiriasikan tim teknis dan staf pe�Jukii�� 

ULP dalam proses pen�adaan �arang/jasa. :Ji ,: . :  L ;  
. . •  I  '  q·t , : : : , :  I  (3) Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)  hurufib dapat merangkap dan bertugas sebagai Pokja ULP. · !,);\'

1 
' . ; ; '.  !  

.  !  •  I  I  

.  .  : : : : ] !  '  i  

Pasal 9 ;/I : ; 
,· I 

i ' .  i  · '  
( 1 )  Koordinator Pokja ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;:ayaL (5) 

mempunyai fungsi membantu Kepala ULP dalam menyusiin dap 
melaksanakan stra�egi pengada9:11 bar�g/ j�sa seI"t8i . pelaksanaani teknie pengadaan barang/jasa pada maamg-masmg b1dangny�.: 1 " :  !  ·�in 

ti\ ' i ', . :  :�:;:i (2) Koordinator Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ' i di  a11 mempunyai tugas : , . . 
a. menyiapkan format dokumen yang dibutuhkan oleh Pokj�:·1 dalam 

· pelaksanaan pengadaan barang/ jasa; : i '. ! ; 
b. · membantu Kepala ULP1, dalam: menyusun dan melaksanakani :strategi 

pengadaan barang/jasa ULP pada masing-masingbidangnya; · 
c. membantu Kepala ULP dalam melakukan pemantauan dancevaluasi 

terhadap pelaksanaan pengadaan barang/ jas�· ULP pada masing­ 
masing bidangnya; . . . ',. . . i  .  .  

d. memberikan masukan, saran, .dan pendapat kepada Kepala U�� dal� 
menugaskan anggota Pokja ULP pada masing-masing bidangnya; ; : 

e. membantu Kepala ULP dalam melaksanakan pengembangan dan 
· pembinaan sumber daya manusia ULP pada masing-masing bidangnya; 

f. membantu Kepala ULP dalam melaksanakan penilaian kinerja penyedia 
barang/jasa pada masing-maeing bidangnya. ; . ! : ; .  ' :  .  

(3) Koordinator Pokja, ULP sebagaimanadimaksud .dalam Pasal 6 ayat (5) dapat 
merangkap dan bertugas sebagai Pokja ULP. · , ;  ;  ·  ·  ·  

'.  :  . :  i  �  \  .  •  i  

i :  ·\ 
! '  !  

Pasal 10 .'. - · :  
:  :  .j !_·: Y 1  ..  

,  .  '  .  '  ;": . I •· . :  :  i  �  

( 1 )  ·  Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud dalam Pa,sal 6 ayat ( l f  huruf..,�, 
mempunyai tugas: . ' .  ;:i  ·  :  '  l  .'. : : : 1 !  •  
a. melakukan kaji ulang terhadap rencana umum P,,�ngadaan, SP,e�ifik:��i� 

harga perkiraan sendiri, · dan .rancangan kontrak pada paket-p8:k�t y_a,J?l� 
akan dilelang/diseleksi; · • · . · · '.  :  -. ·· . .  .:  :;� 

, ... : 

I , 
._., l 

i�r 
I 
, .  

.  .  �  .. 

. i / · ! , r, ,  
·�!:l \� ; 
•: . . . .  



,·:· 
i \ • 

i · . •  

,· 

.. , 

l l<;i  l ! · ·  j  

b. mengusulkan • perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka H actilm. 
kerja/ spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PP_K, 
apabila diperlukan; · · :  ·  1:i \I r : ·  

c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan 
dokumen pengadaan; · · . , . · . 1 : • : ! i  .t'.1 • 

d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulhl . dari pengumuman 
kualiflkasi atau pelelangan sampai dengan menjawab eanggahanj] , ; : . ; . ;  

e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada anggar�! �aN 
dan Bupati · pada anggaran ,APBD untuk penyedia barang/ P,�lerj�an 
konstruksi/jasa lainnya yang, bemilai di atas Rp. 100.000.qp�>.00��­ 
(seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai '.di 
atas Rp. 10.000.000.000,- (sep�luh milyarrupiahlimelalul Kep��jULfJ}'·, 

f. menetapkan besaran nominal jamman ·.penawaran !'(apabiJ.� 
dipersyaratkan); · ; :. .  \  :j ; )t 

g. menetapkan penyedia barang/jasa untuk: ! i  : :! ' : '. i: � �  
1) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengad�� 

barang/pekeriaan konstruksi/jasa lainnya ,' yang bemila�J paling 
tinggi Rp. 100.000 .. 000.000,- (seratus milyar rupiah); l ::I :: · ' 

2) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan j��� 
konsultasi yang bemilai paling tinggi �p. 10.000.000.000';� 
(sepuluh milyar rupiah). · ,L : j,; . . 

h. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi kepada PPK 
· melalui Kepala ULP; . · .·. .  

i. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan baraqg/jasa 
kepada Kepala ULP; : · :  ·  ·  

j .  memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai penyedia 
· barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan 
· dan pelanggaran la.innya; dan · , 

. . I . • ' !  I  

k. mengusulkan'bantuan tim teknis dan/atau tim ahli kepada Kepala ULP. 
' . · . : ;  '•  : 

(2) Kepanitiaan Pokja ULP terdiri dari Ketua Pokja, Sekretaris Pokja, dan 
Anggota Pokja. : 1 .  •  •  .  .  , ;:iii  .i : : :  1  

I  I  I  ,I I ,I 1 1 , 1  •  •• . · •  

' ' .  '! 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap Anggota Pokja ULP 
mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang 
ditetapkan berdasarkan mufakat dan/ atau suara terbanyak, : 1 .  .  � :  .· 

.: . . ' . (., 

(4) Penetap9:1 pem.en�g oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud padaayat. tJl 
huruff, tidak blsa diganggu gugat oleh Kepala ULP. · ' : .  ·  .  ."'\· 

. . (i; . . . . t�f�� 

( 5) Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi Peja;tat Pengada.a#: :di tu'M- 
ULP. . . . � 

. .  

I: 
.: I ;  1  

(6) Pokja ULP dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada pedoman.iumum 
pelaksanaan pengadaaan barang/jasa yang akan diaff1r lebih lanj��: da.Jat11 
Peraturan Bupati lainnya, il) · • 

, :  .  
· : - , : !  . .  i .  

I  • I '  I  I  

'4. I : ! \  '  ;  Pasal 1 1  ._, . 
. '.:;::;: ·, : · :  

( 1 )  Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6 ayat ( l f � u ru f  ;d 
meinpunyai fungsi sebagai pelaksana telmis fungsional di bidang PEfn�ad�� 
barang/jasa pada Pemerintah Daerah, !.; ::' · . 1

:  

•  . · . , :  1  

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana .dimakaud pada ayat ( 1) di atas m�hlp� 
jabatan karier. r 1 •  ·  

1  ( ;  : : '. ; r · :  
i  _ : . , ; • '  
i  
l .  I  · . ;  i  



. .  

. .  .  

I  

:  I  

/ '  
!  .  :  

I  :I .: '.,; '. �; ,i l l  .; I ' d ,  I  
' 1 : : 1  •. 

:H :\::[�:; . •  .. ,,·. :l:,:,:·,;I. " .: i : · r : : .  

(3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pad� ayat (1) \dl J�� 
mempunyai tugas sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan{¥erit¢ti 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi" Birokrasi Rth>u}?li� 
Indonesia Nomor :77 Tahun 2012; tentang Jabatan 'Fungaional PehgeJdl� 
Pengadaaan Barang/Jasa dan Angka.Kreditnya. ;-. r : : ;  \ji:',::� 

·.' , ;  :. ; , ·  

•• 

� . , · 

::J 

· . I  

Pasal 12 

Bagi.an Kesatu 
Pengangkatan 

· ; ;  BAB V 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ,i 
· '. ' .  

1  :  
j?"I, 

(3) Tugas staf sekretariat/ staf pendukung ULP diatur" lebih 
Keputusan Bupati. · i' • 

?) ,((:'.! ! 
·�}- i .: ; � � ! ; j· . .  ;  •  

(1)  ULP sebagai unit 9rg�isasi dibantu.oleh staf sekretariat/staf pendti�ngi:·:: : 
I  :·� r? ..' ' (2) Staf sekre�at/ staf pendukung eebagaimana dimaksud pada ay�� ( 1). : di atas terbagi dalam urusan verifikasi dan umum, urusan pelaporan dan 

pengendalian, serta urusan dokumentasi dan pengarsipan. · l:; \i\ ) : : 
I; •. '! . I , . · · ·  
: · · t  t · ·  

lanj�t !:i dalarii 
: : .  ill ;;: ; 
i;, :rl \1.: ' . :  ,  
( i i l  

. .  · : ;  

.  � ·  1 �  

Pasal 13 ): ,\ : :;/ 
(1)  Kepala ULP, Sekretaris ULP, Koordinator Pokja ULP d� Anggota P�kja ULP 

di angkat oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan sebagai berikutr: . ·i 
a. Kepala ULP wajib memenuhi persyaratan: ::·. :,\ .�. 

· a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil; i;: . '.,i;it Ji.11 · ; .  
b. memiliki pendidikariminimal sarjana strata 1\(semuajurusan); 
c. memiliki kualitas teknis dan manajerial; . · · 

• : t d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan; · · 
e. memiliki pengalaman · sebagai pejabatypanitia pengadaan 

barangjjasa pemerintah; . . . 
· f. memahami seluruh · jenis pekerjaan yang menjadi tugas pokja 

pengadaan; . . :. : · i, , · 

g. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintahj. :: : 
h. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejab�� yang 

mengangkat dan menetapkannya sebagai Kepala ULP; dan 1 )  '.i) i 
i. �arat lain- yang ·  ditentukan dalam aturan. kepegawaian u��k 

jabatan .yang setara. . . · . • l i i ; ;  :i:: [i'j 
• ·. . I •  I  
I  .  '  1  I :  '  

ti• , o 

:.I . .  ;  
, : :  .  

· '.  :  

Koordinator Pokia ULP dan Anggota Polrja l!LP wajib 
persyaratan i ' ·�1�. 

�J 
:r 

.\ 
',\.. : ? ·  

Sekretaris ULP wajib memenuhi persyaratan: 
1

,  ... i · · 

a. memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil; :; : ; : : : :  . ' : ; · · L  
b. memilild sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintahj : i 
c. memiliki integritas .moral, disiplin dan tajiggung jawap: !i daj9*1 

melaksanakan tugas, , . · , : . i.  ;  )·.l 
d. memahami keselu':"llhan.Pr�erjaan yang dil�akan; . : . · i \  Ji/\ t e. tidak mempunyai hubungan keluar�a ��ng� peJabat y� 

mengangkat dan menetapkannya sebagai Sek,retaris ULP. ; · . :  :  :  ·  :f 
• I . �-) . : : !j '!. ' ! . ·:. 

��ineriutli 
; : . ; :  / ; }  

c  . .  

b. 



f. 

g. 

d. 

e. 

a. 

b. 

c. 

: 
·,,.: _ _  ·,'1 . - . .  .  ;i ! 
i '. . : :  1-i ,  
: ,  ·l . 

memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil; -: : j  '. , : ·  :  
memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerifit.ah;:··: : 
memiliki integrita.s .moral, disiplin dan tanggung jawab ! dalarn 

· - . . . : : I ' , ·  I  \ ' ' i  I  melaksanakan tugas; : : Y· ;, ., ; ; r 

memahami keseluruhan pekerjaan yang dilaksanakan; i ,  .  '.i : . : 
memahami jenis pekerjaan tertentu yang.' menjadi tugas' pokja 

: . . . ·  ' i . · 1 1  
1, I pengadaan; . - · · ;;, ',! ·  -_ 

memahami isi . dokumen pengadaan, metode dan p�osec;lur 
pengadaan berdasarkan peraturan yang berlaku; ;·: :1 ·: · ·  ·  
tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabaf yang 
mengangkat dan menetapkannya sebagai Koordinator Pokja ULP 
dan Anggota Pokja ULP. · ;;_ ! ,:. · 

. ; ; � I . � . 

(2) Jabatan Fungsional diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. -1 seeua] 
dengan peraturan . perundang-undangan setelah memenuhi persiarata;# 
dengan ketentuan.sebagai berikut: : 1. - ;:n :i T 
a. pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertarria kali dalamijabatah 

fungsional pengelola pengadaan barang/ jasa harus memenuhi �y�at:, l 
a. berijazah paling rendah Sarjana Strata. Satu (�1)/Diploma �Y:_isesU:$:i 

kualiflkasi yang diteta.pkan oleh Kepala LKPP; : : : : J  ,  
b. pangkat paling rendah Penata. Muda, golongan ruang III/ a; I : _  .i . 
c. memiliki - sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama; clan 
d. setiap unsur penilaian presta.si kerja atau pelaksanaan pekerjaan 

dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3);, · paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. ;-; :t . _ 
b. Pegawai negeri . sipil dari jabata.n lain_ ke dalam jabatan fungsional 

pengelola pengadaan barang/jasa dapat dipertimbangkan ;: dengan ketentuan sebagai berikut: · - - i l : : : 1  ,  __ . • 

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf a; · L: : 
b. memiliki ' pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa paling 

sedikit 2 (dua) tahun; _ · _ · ; i i .: · :  :  

c. telah mengikuti dan.luluerfiklat ahli pengadaan barang/jas1:1.itinglllit 
perts.ma; . : d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan -: . _ :· . :  ' · - e. tersedianya formasi untuk jabata.n fungsionaf pengelola pengadaan 
barang/jasa. - 1• ) :: ('iJ 

. • '  t  '  .' •. ;, 

. .  

(g.� 
l!J!:ti..''', ' J .  

w ·  

. .  

;· •' . .� 

Pasal 14 

(3) Tugas dan tanggung jawab tim seleksi akan · diatur lebih 
Keputusan Bupati, 

", •  i:; ' �  ;  :�)!'f 

� \·' \..:i.w 
. -, � ,  ),t• 

(1 )  Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalartj.'. Pasal 13 dilEi.kuk' .'t, l h Tim S l k '  ., _ !  : ,.  o  e  e  e  s1. : . , ,, 

(2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksu'd pada ayat (l) di itas terdiri d�! un'.�Jr Bupati selaku Ketua Tim, Sekretariat Daerah, . .  Inspektorat ' Daerah 
Kabupaten Maroa, dan Badan Kepegawaian Daerah dan Diktat Kabupaten 
Maras. - · · · · · : · .  I  · , r "  i  

�  i; :: . ::· • l ; 

lanjut ! dai� 
: ; I -· ·' 
I� .. ·: T � �i ; 
� � � . ' : I • 

! ! • .r 
l·' .  ;_•_/, : 
,!I ' 

. ·. i � ! 

, ·� 
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: i .  
,  . .  

.  .  

, ,  

:� 

' 
. · : ·  

kl\1 
r.- . .  1  
, . · . :  

: · .  ;i 

' ·  Pasal 15 

.  , . I  

Bagian Kedua 
Pemberhentian 

BAB VI 

TATA KERJA, MEKANISME DAN PROSEOUR 

. :: ,  

' •  

Pasal 16 

' . 

( : ! !  .  ·l • ! •  

!;'. :.:; ·,. 1{if 
, · , : ,  

I  •  ,. t,;t-:-l 

i : i !  .  ·1:··.·.!;:fJ·,: 
.;. i ·.· � •. 

' . •  1-, i 'd · r 
: ; · ; .  i  

'  ;  :  I  .  i'.; ; 
( 1) Kepala ULP, S�kretaris ULP, Koordinator Pokja ULP dan Polrj� ULl> 

diberhentikan oleh Bupati dengan mempertimbangkan: :[ i i : j( ;: 
a. pendapat pejabat pengawasan internal; · : : 

1 b. pendapat Pengguna Anggaran; dan � .  ·  _!': 1 
· 

c. masukan dari asosiasi ahli pengadaan barang/jas1 pemerintah. J r: i· 
'.· ·1 

. , . I . 

(2) Pemb:rhentian pej�bat fungsional dari jabatannya dilakukan olel\!�eja��t 
Pembina kepegawruan sesuar peraturan perundang-undangan. . :.:;! ', : 

. : \ ; \ \ !  :  \ ( ;  
\: ( ! i  

:J i: 

?'1· t 
' .  

(1)  ULP berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dehgan unit kerja yang 
akan memanfaatkan berang/jasa yang diadakan dan unit kerja \terk�# ·., . lainnya. · · · ; : 

:\· ! 
": ; . .  

( 2 )  ULP berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LKPP. . r , 

. ·f\ . . .. )�! 

(3) ULP berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Tim Koordiria.si dM 
Pengendalian Pengadaan Ba.rang/ Jasa Kabupaten Ma.r9s. J . 1 

. . 
, ·  

(4) Tim Koordinasi dan Pengendalian Pengadaan Barang/dasa Kabupaten' Mares 
terdiri dari unsur Badan Pengawasan Keuangan\ dan Pemb�kun�·, 
Kepolisian Resort Maros, Kejaksaan Negeri Maros, Inspektorat+Daeiah 
Kabupaten Maras serta perwakilan unsur masyarakat.i' , ·: 

(5) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi dan Perigendalian Pengadaan 
Barang/ Jasa Kabupaten Maros akan diatur lebih lanjut: melalui Keputusan 
Bupati. 

· · Pasal 1 7  
t  :  :  :  I  .  '.  .! I�! ·1· • 

. I 
(1) Hubungan kerja ' .  ULP dengan unit kerja yang akan memanfaatkan 

barang/jasa yang diadakan meliputi: � :  . . .  
a. penyampaian laporan . periodik tentang '. proses dan« hasil 

pelelangan/ seleksi pengadaan barang/jasa; 
b. memberikan _pedoman· dan "petunjuk kepada: unit kerje.( dalam 

penyusunan perencanaan pengadaan barang/ jasa; dan 
c. · pelaksanaan . pedoman atau: .petunjuk pengendalian pelru,csan�0.J!l 

pengadaan yang diberikan Pengguna Anggaran. " r  :  :· it :r 

(2) Hubungan kerja ULP dengan LKPP;:meliputi: . '.\'. • : ; - ::_  ·  
a . .  penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa ses�w 

dengan pedoman yang ditetapkan oleh LKPP;. '(i :1! ·. i:/ir 
b. konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalamvrangka penyeleeaian 

persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaen .barang/ jasa; . : · \· · : l 
c. koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan 

�;: . 

. : 



. 

. 

' . ' . : !- 

·, ·t 

d. . penyampaian masukan · untuk perumusan strategi dan 
pengadaan barang/jasa. 

i - :  I, 
.. ; � 

• · , · I  

.;· . ·  :' 

Pasal 18 

(3) Hubungan kerja ULP dengan Tim ·Koordinasi dan Pengendalian Pengadaan 
Barang/Jasa Kabupaten Maros, meliputi: · � 1 : : :  · 1  \ : : • :  
a. penyampaian masukan untuk perumusan strategi dan kebijakan 

pengadaan barang/] asa · · · . · ;; i ! i: i .  ;  
' .  .  I !  •  .  .  .  

b. konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian 
persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/ jasa; ;:; ; i !; : : _  .  

c. 'koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan · : : : ,  i  · r :  !  

d. pengawasan pelaksanaan dalam rangka tindakan pencegahan 4� 
pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa. · ::: d: ; ! '. . ?i1' i ; _ ·  , ·  

·:·: . ;' (; :L\:�}] 
. :  .  i:- F 11 :; ;; t 

( 1) Pengguna Anggaran mengajukan permohonan proees · pemilihan '.I kepkda. 
Bupati berdasarkan Rencana Um um Pengadaan dan bahan dari PPI( �en4,lng 
paket pekerjaan yang akan dilelangkan dengan i.') melampirkan] ha.rga. 
perkiraan sendiri (HPS), kerangka acuan kerja; epesiflkasi. ) teknis 
barang/jasa, gambar, rancangan kontrak baik berupa · hardcopy )rlaupu:p. 

f 
. "· ·I so tcopy. . . '., : .  '· · 

(2) Atas persetujuan dan rekomendasi dari Bupati, ,;· Kepala ULP.; :: segera 
menginformasikan daftar paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) kepada Koorclin.ator Pokja ULP melalui Sekretaris ULP sesuai bidangnya, : 

(3) Kepala ULP menugaskan Pokja ULP sesuai dengan daftar paket pe�erjaan 
pada masing-masing bidang tugasnya. ·: : : 

(4) Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (3). segera melakukan 
koorclin.asi dengan �PK . terkait dengan proses ; : pemilihan penyedia 
barang/jasa dari paket pekerjaan tersebut melalui Kepala ULP. .. . . : 

(5) Alur hubungan kerja ULP tercantum dalam lampiran II yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan d.�iti'rraturan Bupati ini. . i J J  .  ui ,  j  

BAB VII 
PEMBIAYMN 

Pasal 19 . .  ,  

.  ·. 

: n  
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. , .  
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'! . 

{ ;' .; 
. .  l  

. '. i , ·  Pasal 20 
, '. i  

ULP melaksanakan pelelangan secara elektronik melalui aplikasi SPSE. :: :l 
. . r·· .. ·. �, :: 'i 

� :· 
I '. · ·  .  

;  �·: i� ' ' . , , . ; . :;- :  I  

(1)  Pegawai Negeri yang ditugaskan di. ULP berhak menerima insentif"::kin�r;fki 
dan/ atau honor dan/ atau tunjangan yang . besarnya sesuai · dengan 
kemampuan daerah dengan memperhatikan be ban kerja.. ;:: : i .> :" 

' ' I · · · ,  .  · '  ,  .  
.  '  �  

(2) Insentif kinerja dan/atau honor darr/atau tunjangan �imaksud pad�.�yat:(f) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Maros sesuai peraturan pef4nda.rig� 
undangan. · . . 1  

•  

.  �  .  .  ;  ;  l. . ' . 

(3) Biaya pendukung lainnya dalam pelaksanaan pengadaan bar�g/j�sa 
dibebankan kepada masing-masing . unit kerja yang akan memanfaatken 
barang/jasa yang diadakan. . .  ·  :H :!- · ; :  

.  ;.' t. 
. . .  

;  !  !  :  �  i  
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Pasal 21 i; I i\\\  jf!(j; 
Segala biaya yang timbul dalam rangka pembentukan tlan pengelolaar; QL? 
dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Mara's 

. 1 : ,  l  !· · : ;  

tahun anggaran berkenaan. · · qi ; L(;\ 
: :  1:-n- - 

.� ';, 

Pasal 23 

Pasal 22 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

::'. !  
( :  
1 · ·  '  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen�ndangail Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.' 

. ' . .  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

' ; 

' 1 i  j  I '  , .  

+ i  :i:l\ \ 
: ; ; .  !  

f '. ! ;:,·'.�!- \ 
.,. I · ; · ,  I  
1 1 ;  '  ji : _  1 ·  
. 1 .  i  .  .  

.  : i -  l  :: . .  i  

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mar�s \Norridr 
05 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaah ; (ULP) 
Barang/ Jasa Kabupaten Maros dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ni l :: . :  :  
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.,...--..;:E1,g;�v:U ggal p2 Januari 2014 
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LAMPIRAN 1I PERATURAN Bt;JPATI MARO�:. 
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